
NOMOR : SP DIPA- 137.03.2.692887/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2832-0904-2116-9445

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 05

Tanggal : 29 Mei 2026

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(03): DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

(24): NUSA TENGGARA TIMUR

: (692887) KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 13.897.396.000  (  TIGA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.6.877.572.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 7.019.824.000

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   K U P A N G 13.897.396.000(039)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

SUDARTO

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN

Plh. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196904091989121001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

Satker (692887)  KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR:

DS:2832-0904-2116-9445

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 5.769.857.000

BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp. 5.769.857.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 8.127.539.000

WA.6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah Rp. 8.127.539.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (692887):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(24)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NUSA TENGGARA TIMUR

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026
DS:2832-0904-2116-9445

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 5.769.857.000Program :

01 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah1.

01 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah2.

Kegiatan 6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 5.769.857.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan 29,00 1.419.857.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BHB.U12 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Tengah 22.00 operasi 833.440.000

02 BHB.U15 Operasi Gabungan di Wilayah Tengah 5.00 operasi 393.840.000

03 BHB.U18 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Tengah 2.00 operasi 192.577.000

:

:

operasi, Hari Operasi

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 6,00 438.232.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 6.00 Orang 438.232.000

:

:

Orang

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 14,00 806.444.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BKA.001 Pengawasan Keimigrasian 14.00 Orang 806.444.000

:

:

Orang, Kelompok Masyarakat

6161.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 24,00 2.943.400.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.001 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Layanan Keimigrasian 12.00 Laporan 1.486.320.000

02 EBD.002 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum
dan Kepatuhan Internal Keimigrasian

12.00 Laporan 1.457.080.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

6161.QHB Operasi Bidang Keamanan 4,00 161.924.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 4.00 operasi 161.924.000(PN)

:

:

operasi, Hari Operasi



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (692887):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(24)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NUSA TENGGARA TIMUR

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026
DS:2832-0904-2116-9445

137.03.WA Program Dukungan Manajemen 8.127.539.000Program :

01 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi1.

02 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan2.

Kegiatan 6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah 8.127.539.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,00 7.446.088.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 357.472.000

02 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 202.460.000

03 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 6.877.572.000

04 EBA.Z07 Layanan BMN 1.00 Layanan 8.584.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2,00 107.021.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 2.00 Unit 107.021.000

:

:

Unit, m2, Paket

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1,00 188.150.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.00 Layanan 188.150.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,00 386.280.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.001 Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Anggaran

1.00 Layanan 333.880.000

02 EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan 19.000.000

03 EBD.Z32 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Layanan 33.400.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Agus Andrianto

Jakarta, 01 Desember 2025
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (692887):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(24)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NUSA TENGGARA TIMUR

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026
DS:2832-0904-2116-9445

1. Anggaran Tahun 2026

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.897.396.000

6.877.572.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692887): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(24)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NUSA TENGGARA TIMUR

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2832-0904-2116-9445

692887 KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR 4.625.983 9.164.392 107.021 - - 13.897.396

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - 5.769.857 - - - 5.769.857

6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah

- 5.769.857 - - - 5.769.857

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan - 1.419.857 - - - 1.419.857 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 1.419.857- 0391.419.857 -PNBP04 @

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat - 438.232 - - - 438.232 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 438.232- 039438.232 -PNBP04 @

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat - 806.444 - - - 806.444 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 806.444- 039806.444 -PNBP04 @



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692887): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(24)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NUSA TENGGARA TIMUR

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2832-0904-2116-9445

6161.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 2.943.400 - - - 2.943.400 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 2.943.400- 0392.943.400 -PNBP04 @

6161.QHB Operasi Bidang Keamanan - 161.924 - - - 161.924 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 161.924- 039161.924 -PNBP04 @

137.03.WA Program Dukungan Manajemen 4.625.983 3.394.535 107.021 - - 8.127.539

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah 4.625.983 3.394.535 107.021 - - 8.127.539

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4.625.983 2.820.105 - - - 7.446.088 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 6.877.5724.625.983 0392.251.589 -RM01

-- 568.516- 039568.516 -PNBP04 @

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 107.021 - - 107.021 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692887): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(24)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NUSA TENGGARA TIMUR

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2832-0904-2116-9445

-107.021 107.021- 039- -PNBP04

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 188.150 - - - 188.150 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 188.150- 039188.150 -PNBP04 @

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 386.280 - - - 386.280 24 51.

(24.51  NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)

-- 386.280- 039386.280 -PNBP04 @

JUMLAH 4.625.983 9.164.392 107.021 - - 13.897.396

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus Andrianto

ttd.

Jakarta, 01 Desember 2025



TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

(24)

Unit Organisasi

(692887)

Kementerian Negara/Lembaga

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI(03)

Kode/Nama Satker

(137)

:

:

NUSA TENGGARA TIMUR

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2832-0904-2116-9445
NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026

6928871. KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA
TENGGARA TIMUR

1.150.582991.9301.238.569 1.538.2831.441.194 13.897.396400.848 1.291.922 1.172.506898.6361.182.834 1.178.3431.411.749RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 334.904 4.625.983362.031 733.965 363.531 363.531 733.965 363.531 363.531 363.531 363.531 279.935 0

BELANJA BARANG 65.944 9.164.392726.523 504.604 535.105 628.400 677.784 1.077.664 928.392 787.051 808.975 898.408 1.525.542

BELANJA MODAL 0 107.02194.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.741

137.03.BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian di
Wilayah

315.038 588.388669.915561.326518.414678.716806.418377.569412.786337.215438.12965.944 5.769.857

52 BELANJA BARANG DAN JASA 65.944 5.769.857315.038 438.129 337.215 412.786 377.569 806.418 678.716 518.414 561.326 669.915 588.388

137.03.WA.6163 Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya di Wilayah

867.796 949.895508.428611.180632.168613.206634.7761.034.180579.144561.421800.440334.904 8.127.539

51 BELANJA PEGAWAI 334.904 4.625.983362.031 733.965 363.531 363.531 733.965 363.531 363.531 363.531 363.531 279.935 0

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 3.394.535411.485 66.476 197.890 215.614 300.215 271.245 249.676 268.637 247.650 228.493 937.154

53 BELANJA MODAL 0 107.02194.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.741

Agus Andrianto

Jakarta, 01 Desember 2025
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[03]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

NUSA TENGGARA TIMUR

[692887]

[24]

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

: KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR:

[137]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692887/2026
DS:2832-0904-2116-9445

Halaman : IV.A. 1

692887 KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

2.225.489Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

2.225.48952 Belanja Barang Rp.

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.361

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.200

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 215.998

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 56.700

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.200

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan

521211 Belanja Bahan(PNBP)

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 952

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 120.215

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.332

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 10.228

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.800

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.537

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 258.695

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
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Rp.Tidak Dapat Dicairkan 952

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 26.076

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.850

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.160

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 964.108

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.868

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 21.788

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 23.585

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.400

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 400

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.QHB Operasi Bidang Keamanan

137.03.WA Program Dukungan Manajemen

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 36.461

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 870

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 91.600

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
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Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.080

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 500

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 134.566

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.046

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.190

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.000

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 375

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.080

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 33.804

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.636

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.479

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.080

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 154.005

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.312

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Jakarta, 01 Desember 2025
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus Andrianto
ttd.
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Agus Andrianto
ttd.


